
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR oTTAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN

LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BI-AYA PER.IAII,NAN DINAS DI LEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANATORAJA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penJrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Lembang Tahun Anggaran 2018, perlu adanya
pedoman penetapan penganggaran belanja pegawai,
honorarium bendaharawan dan standar biaya perjalanan
dinas di l-embang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Bupati Tana Toraja Nomor 74 Tahun 2Ol5 tentang
Pengelolaan Keuangan lembang, Jenis belanja pegawai
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi kepala Lembang dan Perangkat Lembang
serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang pedoman penetapan penghasilan
tetap pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah kmbang,
Badan Permusyawaratan Lcmbang, Tambahan Penghasilan
Kepala Irmbang dan honorarium bendaharawan I.embang
serta standar biaya perjalanan dinas di Lembang Tahun
Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822l.;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N6mor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi
54e5);

4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuUah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas UnIang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan- Daerai
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5g
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahui
2014 tentang Desa (lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah aiuUafr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2}ls
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s7171;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Eehnja
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun ZOi+
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1S (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor gg, Tambihan

_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
!"lt t S Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 20931;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015

Hukum Daerah (Berita Negara

9. S Nomor 2036);
egeri Nomor 82 Tahun 20lS

ll"Prg Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa(Berita.Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5'Nomor 4f
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam

10.

Lembang dalam Kabupaten Tana lbraja (Lembaran Daerah

11. r 2 Tahun
dan TataKe{a Pemerinta}r Iem-bang (kmbaran Daerah KabupatenTana Toraja Tahun 2OlS Nomor 2, Tambahan trmbaran

a Nomor O8);
Tana Toraja Nomor S Tahun

kmbang (lembaran

rambahanLembaranr""*no#ii,;t$j:'rl}31X,1" j;
oe);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19);

14. Peraturan Daerah I(abupa.ten Tana Toraja Nomor 8 Tahun
2Ol7 tent rrg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2017 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2OL7
tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017 Nomor 3O);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERA?URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASII,AN TETAP PEMEzuNTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASII.A,N KEPAI.A LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR
BIAYA PER.IAI,ANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN
2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang Cimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten TanaToraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Strlawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

ada-lah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapLan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati rana Torqia sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peleksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyara-kat, hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuah Republik Indonesia.

7. Pemerintahan kmbang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan mas5rarakat setempat dalam sistem p.-Lrirrtah"o Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang aiuantu perangkat Lembang
sebagai unsur penyelenggara peme tahan kmbang.

9. Badan Permusyawaratan Lembang,selanjutnya disingkat BpL adalah lemboga
yang melaksanakan fungsi pemerin:ahan yang anggotanya merupakan *aEl
dari penduduk kmbang berdasarkan keterwakilan- wilayah dan' ditctapkan
secara demokratis.

10. Keuangan Lembang adarah semua hak dan kewajiban Lembangyang dapat
dinilai_ dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan L*rrrg y*g
berhubungan dengan pelaksanaa" hal< dan kewajiLn km"bang.



11. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban keuangan Lembang.

12' Anggaran Pendapatan dan Belanja kmbang, selanjutnya disingkat APBL,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintafran reminn!.

13. Dana lembang adalah dana yang
negara yang diperuntukkan bagi
pendapatan dan belanja die
penyelenggaraan pemerintahan, p
kemasyaralatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi
yang di dana Perimbangan
Kabupa an Belanja Daerah

yang diterima oleh Kepala kmbang dan
sebagai kepala kmbang aan peraigt<at

an bang,

bersangkutan mendudukijab"t", t"[: 
yang

BAB II
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH

LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, iAMBiHAN
PENGHASILAN KEPAI.A LEMBANG.

4-

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Pemerintah kmbang

Pasal 2

Bagian Kedua
Tunjangan Pemerintah Lembang dan BpL

Pasal 3

kTEle dan perangkat Lembang
dari ADL.
diangkat menjadi kepala Iembang
bang dan pendapatan lainnya yang

an tetap :

b. , paling sedikit Zoolo (tujuh puluh perseratus) dan
. 
(d:LpT, puluh perseratusl dari penghasilan tetap

bulan; danc. Lembang paling sedikit 5oo/o (lima
6oyo (enam ptrluh perseratus) dari

(5) pe 
""ffi"rr" dimaksud pada ayat (t)di berikan setiap bulan.

(1) Tunjangen pemerintah lrmbang dan BpL
bersumber dari ADL,

dianggarkan dalam ApBL yang
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(2) Belanja kmbang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBL digunalan

untuk mendanai penyelenggar.ran Pemerintah Lembang, pelaksanaan
pembangu.nan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan
pemberdayaan masyarakat Lembang; dan

b. pating banyak 3Oo/o lt;ga puh.rh perseratus) dari jumlah anggErran belanja
kmbang digunakan untuk :

1. penghasilan tetaF dan tunjangan kepala t embang dan perangkat
lembang;

2. operasional Pemerintah Lembang;
3. tunjangan dan operasion aJ BpL;.dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(3) Tunjangan pemerintah Jrmbang dan BpL selagairnan4 dimaksud pada ayat
(f ) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketiga
Tambahan penghasilan Kepala Lembang

Pasal 4
(1) Tambahan 

-penghasilan tepfl?. Lem,bang dianggarkan dalam ApBL yang
bersumber dari pendapatan Asli Lembangl

(2) Tambahan penghasilan *p4. 1rmb.a1g sebagaimana r{irna[sud pada ayat(1) besarannya per bulan ditetapkan aatin epnl, Iembang.

Pasal 5
bagaimana dimaksud dalam pasal 2,
sebagaimana dimaksud dalam pasal

mbang sebagaimana dimaksud datam
yang merupakan bagran yang tidak

Honorarium Bendahawaran le mbang

(1) Honorarium bendaharawan ;ffi-i- dianggarkan dalam ApBL yangbersumber dari ADL.
(2) Honorarium benda_h

besarnya *, ililT3[]#*H#*-Htrh ffif;*r#3;vat ( I )

(3) Bendaharawan rembang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan KeparaLembang dari staf pada Urusan Keuangan.

BAB III
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA

STANDAR BIAYA PER.IALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pasal 7
Ketentuan
dimaksud sebagaimana
bagian tid II Yarrg meruPakan



(1)

(21

(3)

(4\

(s)

(6)

Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dari ADL
darr sumber - sumber lain kecuali Dana Desa yang beriumber dari APBN.
ltan{ar biaya perjalanan dinas di r.embang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala kmbang dengan berpedoman pada peraturan nupa:ti lana rorala

mdar Biaya di Lingkup pemerintah
2018.

Lembang dan Ketua BpL ditetaFkan

Satuan biaya perjaranan dinas r".""ffi."J;T},::'il.-#nffiJl, wakil
tetapkan sama dengan biaya
I.

s keluar Kabupaten ditetapkan oleh
lepallOnD yang mendernpingi atau kepa.la OpD yang ierkait.
surat Perintah rugas perjaranan dinas datam daeiah?itetapkan oreh :a. Camat, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah kepalakmbang.
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Bagian Kedua
Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Bagian Ketiga
Operasional TPK

b' Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjaranan dinas adalah

c. Ketua

(7) su 
c.

Pasal 9
(1) operasional TpK maksimal sebesar s% dari tiap kegiatan fisik yang

,5 o/ol

)

e. Dokumentasi dan pelef'oran TpK (0,5 yol
f. Pengawasan (l yo)

(21 Besaran operasional TpK sebagaimana dimalsud pada ayat (1) akaxdiuraikan dalam RAB.

(1)

(2)

(3)

Pasal l0
Iembang membentur< tim verilikasi usulan yang nantinya akan melakukan

menentukan kelayakan usulan untuk
sa, termasuk hibah lahan.

d pada ayat (1) ditetapkan oleh

Tim veritentans i,"tl'I*:1Tffif5[T"ilH;
tekrris.
Biaya tra'sportasi tim verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibebankan pada ApBL yang bersumber a"*i aoir"rrG'oiL"fifzoit

(4)
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Pasal 11
Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembang
masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 25 3cbruari 2018

TANA TORA.IA

MUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 26 Februari 2018

S DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA,

E BURA

,YA 1
TA DAERAH KABUPATEN TANATORA"IATAHUN 2018 NOMOR o7

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 2OI8.

fsar 99t$n orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah-Kablupaten Tana Toraja.

lu
rs
Ul
o,

i

?

,
I

TO

SEM
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: PERATURAN BUPATI TANATORA"IA
NOMOR : 0? ttfiuN 2018
TANGGAL : 25 I'ebruari. z01g
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASII.AN TETAP

PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGANPEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASII.,AN KEPALA LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PER.IAI,ANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018.

PENGHASII.AN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERII{TAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN

PENGHASII,AN KEPAI,A LEMBANG

No.

Jabatan
Penghasi-
lan Tetap T\:njangan

Tambahan
Penghasilan

Jumlah/
bulan (Rp)

I Kepala L,embang 2.2OO.OOO,- 1.OOO.OOO,- 800.ooo,- 4.OOO.000,-
2 Sekretaris kmbang 1.540.0O0,- 500.000,- 2.040.000,-
3 Kepala Seksi 1.100.000,- 200.000,- 1.300.000,-
4 Kepala lGmpong 1. roo.ooo,- 2OO.OOO,- 1.300.0oo,-
5 Kepala Urusan 1. roo.ooo,- 200.o00,- 1.300.ooo,-
6 Staf Perangkat

l,embang
8OO.OOO,- 800.000,-

7 Ketua BPL i.000.000,- 1.000.000,-
8 Wakil Ketua BPL 8OO.OO0,- 800.ooo,-

9 Sekretaris BPL 600.O0o,- 600.oo0,-
10. Anggota BPL 5O0.000,- 5OO.OOO,-

t

TO

P
TANA TORA"IA,

EMUS BIRINGKANAE
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANATORA.TA
NOMOR : o? IAEUN 2o1g
TANGGAL :26 Ecbruari 2018

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASII.A.N TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGAHASILAN KEPAI.A LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PER.IALANAN DINAS DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG

TANA TORA"IA,

DEMUS RINGKANAE

No. Jumlah Dana/APBL Satuan Diterima/
Bulan

I Nilai pqgu dana s/d. Rp.1Oo juta OB 420.000
2 Rp jutailai diaN dana tas I 00pagu ta s d 250Ju OB 490.OOO
J I Rpilai diaN dana taspagu 25o uta s d oo5I taJu OB 575.OOO
4 I Rpilai dia miliarN dana tas 005pagu ta S d 1Ju OB 700.000
5 Rp.ilai dia miliar miliarN dana tas Ipagu s d 2 5I OB 890.OOO
6 I Rpilai dia miliar rniliar.N dana 2tas 5pagu s d 5 OB 1.070.000
7 / Rpitai dia miliar miliarN dana 5taspagu s d Io OB l.260.ooo


